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ABSTRAK

ljin lokasi yaitu ijin tertulis yang diberikan kepada perusahaan atau
perorangan dalam rangka memberikan pengarahan lokasi penanam modal sesuai
dengan rencana Tata Ruang Wilayah dan sekaligus sebagai ijin untuk
memperoleh tanah yang diperlukan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang bukan
hanya menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan,
untuk  kemudian  mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang
memudahkannya dalam penelusuran kembali, penelitian hukum doctrinal juga

mengkoleksi bahan-bahan hukum sekunder. : :
Sebelum Izin Lokasi diberikan, penting untuk diketahui bahwa tanah yang

dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang
Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesual dengan
rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut
persctujuan penanaman modal yang dimilikinya..

Simpulan , Pelaksanaan pemberian izin lokasi dalam r@gka penatagunaan
tanah dilakukan oleh pemerintah di bidang pertanahan di lakasanakan oleh‘
pemerintah kabupaten/kota hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keppres
No. 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Kata Kunci : Izin, Lokasi, Penatagunaarn.
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A. Kesimpulan

Faktor Penyebab Pe aris : _
l aktor Penyebab Pemberian |zin Lokasi, Adalah aspek penguasaan tanah dan

teknis tata guna tanah v; b i
i guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang

bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan

tanah.

2

Pelaksanaan pemberian izin lokasi dalam rangka penatagunaan tanah

dilakukan oleh pemerintah di bidang pertanahan di lakasanakan oleh
pemerintah kabupaten/kota hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Keppres No, 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan yang berbunyi :

(1) Sebagian kewenangan pemerintah dibidang pertanahan di lakasanakan oleh

pemerintah kabupaten/kota

(2) Kewenangan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

pemberian ijin lokasi _

penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan

penyelesaian sengketa tanah garapan;

penyelesaian masyalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
bnangunan ;

m[a,pm subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian

tanah kelebihan maksimum dan tanah absence;

penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;

pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;

pemberian ijin membuka tanah;
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